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ABSTRACT

Indonesian development will be increased substantially in the coming years. The process could very
well produce posilive impacts such us a great domeste market with a lurge stock ot things and human
resources, economic stability as well as seeurity. However, this development could also produce negative
side-etfects in other sectors. mostly pollution. In order w prevant the negative impacts on the environment,
it must be accompanied with “"Hinderordonnantie™. Since “Hinderordonnantic” wus promulgated in 1926,
today, there arc many doubts abour the existence. Thus, the purpose of this articie is 10 answer 1 guestion:
what is “Hinderordonnantic™ still reicvant with the current conditions: or — in other wonds — stil!
cffective to abate the possibilitics of pollutton” Based on the arsuments presented o this article. the
author conclude that “Hinderordonnantic™ is not relevant any more with the current Indonesian
development becuuse of several weaknesses, In other wards. it necds some improvementts or had hetier

been abrogated.

1. LATAR BELAKANG

Schagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat i1 sedang melaksanakan
pembangunan di segala bidang, Pengertian pembangunan di sint merupakan upaya bangsa
Indonesia untuk memngkatkan taraf hidupnya dengan memantaatkun segala sumber daya
yang dimilikinya.

Hakikat pembangunan di Indonesia adafah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat [ndonesia. Hul ini berarti buhwa
pembangunan mencakup: (1) kemajuan lahtriah seperti pungun, sandang, perumahan, dan
lain-lain; (2) kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rase keadabian, rasa sehat,
dan lain-lain; (3] kemajuan yang meliputt selurub rukyi sebagaimana tercermin datam
perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Karena luasnya ruang lingkup pembangunan. maka pencapadunnya dilakukan secara
bertahap tetapi simultan, Dalam setiap tahap diharapkan dapat dicapai keselarasan dalam
kemajuan lahiriah dan batiniah vang merata bagi seluruh rakyat, dengan kadar keadilan
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sostal yang meningkat. Dengan demikian pembangunan merupakan suatu proses yang
berjalan secara terus-menerus, yang setiap tahap diusuhakan memiliki kemampuan
menopang pembangunan dalam tahap berikutnya, sehingga selain upaya meningkatkan
kemajuan, vang tidak kaiah pentingnya adalah mempertahankan dan meinantapkan
kemajuan vang telah dicapai,

Rerubahan sebagai akibat dari proses pembangunan tersebut dapat menimbulkan
potensi kerawanan. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana memungkinkan
berlangsungnya proses pembangunan yung membawa kelunjutan dengan perubahan
(continuity with change): karena kelanjutan diperlukan untuk memelihara pembangunan,
sedangkan perubahan perlu karena menyertai pembangunan,

Dalam pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat mengalami pertumbuhan dinamis
sehingga sifat dan tantangan dalam pembangunan juga tumbuh dan berkembang, Untuk
i pemantaatan sumber daya manusia secara optimal tidak saju bergantung pada kondisi
kerjanya atau tempatnyu bekerja tetapi juga sarananya atau lingkungan yang tersedia.
Interaksi antara kondisi dan tempat kerja kerja dan lingkungunthidup)-nya ini dapat
menimbulkan masalah, sehingga untuk itu perlu diarahkan pada peningkutan kualitas

Secdarg terus-inenerus.

II. MASALAH PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, adulah penting untuk
menanggapt tantangan pembangunan yang timbul dalam kurun waktu ertentu secara tepat.
Permasalahan yang ada menunjukkan, bahwa hal mendusar yang harus difakukan datam
pembangunan adalah perombakan struktur ekonomi Indonesia.

Untuk itu struktur ekonomi Indonesia periu diubah melalui tahap-tahap pembangunan
berencana, sehingga perkembangan struktur ekonomi tertuju pada struktur yang lebih
berimbang antara sektor pertanian, sektor industri. dan sektor jasa. Dengan demikian
dimungkinkan mengatasi pengareh fuktor-faktor luar negeri terutama ketergantungan pada
perkembangan serta gejolak ekonomi internasional.

Masalah lain adalah pertumbuhan penduduk yang memberi dorongan terhadap
penggunaan ruang dan tanah, serta pola pembanguran Indonesia yang sangat dipengaruhi
oleh situasi kepadatan penduduk di Jawa-Madura dan Bali. Oleh karena itu, ttmbul suatu
Kebutthan menanggapi serba kepadatan ini, yaitu dibangunnya sentra-sentra pemukiman
baru, terutama didorong oleh kegiatan ekonomi baru, masaluh pemukiman kembali, dan

Iransmigrasi.
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Di sumping itue, semakin meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, semakin besar
puli musalah lingkungan hidup perkotaan vang akan dihadupi. Kenaikan jumiah penduduk
di perkotaan ini erat kaitannya dengan pesatnva industrialisasi. Industrialisasi, vang
berlangsuny dalam proses pembangunan, pada hukekatnya merupakan upaya unruk
meningkatkan pemantfaatan berbagai faktor, misalnva sumber alum. Keahlian manusia,
modal, dan teknologi. secara berkesinambunuan. Semakin banyak kebutihan masyarakar,
semukin banyak kegiatan industri yang berlangsung; schingga, semakin besar pula tekanan
untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor rersebut,

Dalam kaitan itu, pada dasarnva, industrialisasi adalah sebuah dilema. Di saw pthak.
pembangunan industel ini amat diperlukan: {11 untuk meningkatkan penyediaan barang
dun Jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat: (2) untuk memperuas kesempatan kerja;
dan (3 untuk meningkatkan devisa negara melalui ckspor, Tetapi di lain pihak,
industrialisasi juga mempunyai dampak negatit, Khususnya ditinjau dar kepentingan
pelestarian fungsi Imgkungan hidup dan sumber alam,

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN] dun Rencina Pembangunan Limg
Tahun (Repelita), kelestarian fungsi lingkungan sangat diperhatikan, bahkan, dijadikan
sehagar falsafah pembangunan nasional Indonesia. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya
mengacu pada peningkatan kesejahterazn dan penierataan pembangunan. tetapi juga
mengacu pada lingkungan hidup yang baik dun sehat. Pembungunan yang membawa
perubahan pesat ini. tenty saja dapat dimanfaatkun oleh golongan yany mampu,
berkeahlian. dan bermodat, sehingga kelompok ini cenderune wmbuh lebih cepat daripada
golongan yang tidak mampu, tidak berkcahlian dan bermodal. Jads melebarnya jurang

anturd yang kaya dan miskin selaly Mengiringi proses pembangunan,

Kemiskinan merupakan sebab utama umbufnva kerusakan ingkungan, sehingga
pembangunan menghilangkan kemiskinan berart sejalan dengan perbaikan lingkungan
hidup. Unruk Mengurangt jurang pemisah antara kitva dan miskin ini, maka tingkat
konsumst golongan kava perlu meningkatkan pendapatan solongan miskin, Ke semuanya

= = - = L = -
itu mengharuskan dilaksanakannya pola pembangunan dengan pengembangan lingkungan
hidup. sehingga tujuan membansun tanpa merusak lingkungan dapat benar-benar terwuiud.
o = =

IH. MANFAAT DAN RISIKO LINGKUNGAN

Sebagaimana diketahui, bahwa salah saty juan utama pengelolaan lingkungan hidup
adalah terlaksananya pembangunan herwawasan lingkungan dan terkendalinva
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk jtu sejik awal, perencana kegiatan
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sudah harus memperkivakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi

yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan,

Setigp keglawn pembangunan, di mana pun dan kapan pun, past dkan menimbualkan
dampak. Dampak di sini dapat bernilai positl yung berarti memberi manlaat bagi
kehi'dupun manusia, dan dapat berart negatif yaitn tmbulnya risiko vang merugikan

masyiarakal,

Dampak posiuf pembangunan dalam berbagai bidang sungatlah banyak, di antaranya
adalah: {1y menmngkarnva kemokmuran dan Kesejahteraan rakyar secara merata, (21
meningkatnya pertumbuohan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubaban struktur
ekonom yang lebth baik, maju, sehat, dun seimbany; (3) meningkatoya kemampuan dun
penguasaan teknologl yang akan menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha
nasional; (4} memperluas dan memeratakan kesempatan ke dun kesempatan berusaha;
dan (5) menunjung serta memperkuat stabilitas nasional vang sehat dan dinamis dalam

rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Demitkian pula dampak positif pembangunan terbadap lingkungun hdup, misalnya
terkendulmya hama dan penyvakit, tersedianya air bersih. terkendudinya hanjir, dan Jain-
lain: sedanghan dumpak negant akibat kegiatan pembangunan terbadap lingkungan, ving

sangat menonjol, adualuh masadah pencemaran lingkongan.

Pengertian  pencemaran hagkungan menurat Undang-Undung Lingkungan Hidup
{Pasal | butir 7} adaluh masuknya atan dimasukkannya makhluk tidup, zan, energi, dan
atau komponen fain ke dalam lingkungan dun atau berubabnya tatanan lingkungan oleh
keglatan manusia ateu oleh proses alan, sehingea kuatttas lingkungan tweun sampar ke
tingkat tertentu vang menvebabkan lingkungan menjudi kurang atwo udak bertunagsi sesuud
dengan peruntukunnyva. Untuk o perlu dilakukan berbugi upayu pencegahan dan
penanggtilungan pencamaran agar pelaksanaan pembangunun dapat mencapal sasaran yang
telah digariskan,

Drabamn kaitan ini, pembangunan bidung lingkungan hidup hanyu dapat berhisi] apubila
admimstrast pemertah berfungst secara cleku! dan rerpadu. Salaly situ surana vuridis
adminmstratit yang digunakan untuk mencegah dan menanggulanyg pencemaran himgkungan

adaluh sistem pertzinan.

Dewasa int, Jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pencemaran hingkuugan
hidup adalab 1zin usaha vang diatar dalam Ordonunsi Gangauan (Hinderordonnantic Sth.
1926 Noo 226, vang diubah/ditambah, terakhir dengan Stb. 1940 No. 4300, Schelum
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bestfukunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 rentung Ketentwan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Limgkungan Hidup (UULH), Ordonansi Gangguan (HO) ini dapat dianggap
schag sulah siww peraturan yang berhubungan lungsung dengan masalah pencemaran
lingkungan di Indonesia. Masalahnya adalah sctelah berlukunyva UULH pada tahun 1982

dun berbagal peraturan pelaksunaannyva, apakah HO suat inl masih relevan?

IV, ANALISIS “HINDERORDONNANTIE"”

Schutan “Hinderordennantie™ (HOY atau Ordonanst Gangguan terdapat dalam
Pasal 7 yvang berbunvi: "Ordonuanst it dapat disebut Ordonansi Gangguan.™ Istilah
Ordonansi Ganepuan harus dibedakan dengun Undang-Undang Gangguan (Hinderwet),
karena ordonansi merupakan produk dari permerintah duerah jjahan iPemerintab Hindia
Belunday: sehingga nidak dapat disctarakun dengan “Wet” vang merupakan produk dar
pemeriniah yang berdaulat (Kerajaan Belanda) vang kemudian diterpemahkan dengan nama
“undung-undang”. Oleh karena itu istitah yang seharusnva tetup digunakan adalah

“Ordonunst Gangguan™.

HO menetapkan larangan mendinikan tempat usaha fanpaizin, vang jenisnva dalam
Pasal 1 disebutkan 20 macam, vang dapar menimbulkan bahaya. kerusakan (kerngian),
atau gangguan. Penvebutan 20 macam jenis usaha dafam Pasal | HO wersebut difukukan
secara enumeralil (atau tdak limitacity dengan demikian jenis ussha selain vang
disebutkan dalam Puasal | HO juga dilarang untuk didivikan, apabila dapat mengakibatkan

bihavu. kerusukan, atau gangguan.

HO udak menjetaskan tebih fash tentang pengertian bahava, kerugian. atan gangguan.
Tadi dapat saja ditafsirkan bahwa, apakuh — misalnyia — bahaya yang dimaksud adalah
adanya ancaman penyerbuan oleh pihak toar terhadap suatu tempat usaha karenu
perusabaan tersebut wiah membahayakan lingkungan seknamyva: ataupun perusakan oleh
pihak lain vang akan menggangu kegiatan suatu tempat usihi, Dengan kata lain, bahava,

Keruglan, atay gangguan tersebut datangnvu justru dart pibak fuar,

Namun demikian, apabila diperhatkan, babwa HO dibentuk dengan twjuan langsung
kepada perusahaan vang dapat mentmbutkan behayva, kerugfan, atuu gangguan dari suato
tempat usiha, Jadi dapat disimpulkan babwa asal ancaman tersebut datang darl fempat
wsceher ita sendird, yang dapat mengakibatkan nusyvarakat sekitar enderita. Denta tersebut
dapat berupua babaya, kerusakan, atau gangguan: atau ketiga-tivanya sekaligos. Dengan
demikian HO tdak dimaksudkan vntuk bahava, kerusahan, atau sangguan vang dischabkan

oleh pihak luar sebagaimana disebutkan di aras, Dalam katan iw, siapa pun yang akan
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mendirikun suatu perusahaan yang terhadupnyu diteatukan hurus mempunya Surat {zin
Tempar Usaha (SITUj menurut HO, maka ia harus mengajukan permohonai secara rertulls
kepadu pejabat yang berwenang. dalam hal ini Pemda Tengkat It vang bersungkutan d

Mg fokasi atag tempal usaha ito akuan didirtkan.

Maeskipun di dalam THO tidak ditentukan secdra tegas buitwu permehonan izin harus

- . . - . .
akukar secara tertelise tetapi dari beberapi pasal HO dupat disimpulkan bahwa,

Wi

beruianapun, penmohonan izin usaha haeas dildokan secars rertudis, Hal it didasarkan
pada Pasal 4 HO vang menvatakan bahwa: “Pada permintain untuh mendapatkan izin
farus disertaian keterangan vang telitt jika perlu dijebaska dengan gambar," dan Pasal
S avari 27 vang berbunyh: “Penguasa tersebut meletah ks permintaan azin usahal dengan
Lompizamnya di Kantornya untuk dibaca oleh siapa pun. dan nsengumuimkan hal inckepada

Khalnak denpan menempelkan suutu pemberitahuan ... db denar tursil vimg bersangkutan.”

D

i tempat dimana rempat wsaha akan didizikan 120 mesin-muesin ala kerju dan alar

tamt Pusal 4 jogu ditentukan bahwa gambar vang dimaksod harus menyebutkan:

batian vang akan digonakan serta letaknya dafam rempas usabus dJun 030 keterangan
terstany segala sesuati yang akan dikerjakan. diboat. Bkumputkan ataw Jiximpan di dalam

rempat usaha

Selenjuinva. dengan diterimanya permohonan U apabilu penguas tidak dapar
menciuk dengan seketika seswid dengan Pasad & avat o Leomaka seiatn mengumumkannya
vepnde Kaluyak sebaguimana diatur dalamy Pasal 5 avat 020 i hacus sesera:

Poomemampaikan secara tertulis kepada semua penilik tindds vang menguasa tanah
atatt pemahai tanah, vang berbatasan dengan tinah vimg dircocunakan akan digunakan
etk tempul usahar dan

Lkepado pemilikipemakai ruangan, bungunan dan seholah. rumait ibaduh. dan rumah

wakit sehuguimana dimaksud dalam Pasal 6 avac (23 sakar di dalam lingkaran 200

prerer durl bekast sempat usahod vang dimohonkan 12,

Terrany keberatan terhadap Tzin Tempat Usiha ol TU hal int dapat diagjukan oteh

o orang dudam waktu sebulan setetah tanggal pengumunian permobonan izin (Pasal

L MCHO Yang dimaksud dengan kata Usetiap orang” - Japian mengagukan keberatun

- niab Buhan berarti settap orang vang berada dalam Daerah Tingkat 1T yung

chatuan arau berada Ji sekitar

e Zhenan, setant adaluly setiap orang atiw mereka vung berd
Ceroaean dergun lokasidtempat vang diinginkan iwe Keberatun tersebut harus

epida Tpertohonan” wntuk mendivikan perisaiiuan vang memeriukan

sohepdda pemohonsnyva”
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Yang dapal menyebabkan penolakan atas suaty permohonan ITU, sesyai dengan
Pasal 6 HO. adalah hal-hal sebagai berikur:

1. keberatan-keberatan berupa kekhawatiran akan:

a.  bahava;
b, kerugiun pada pemilik, perusahaan, atau kesehatan:
Co gangguan yang sangat, termasuk:

1) hal yang membuat rumah kediaman atau bagian Juri padanya menjadi tidak
dapat atau Kurang baik didiami; hal vang merintatgl pemakaian bangunan,
sekolah, rumab ibadah, danrumuh sakir, yakni di datam ingkaran 200 meter
dart lokasittempat usaha) yang dimohonkan izinnva,

2} hai yang menyehabkan kotoran, wip. atau bau busuk,

2. Ketenwan-ketentuan yung bersumber padu Perda-perda yang dikeluarkan oleh
Daerah-daerah Tingkat 17 musing-masing,

Suatu permohonan izin tempat usaha (ITU) dapat juga ditolak atau tidak diberikan
surat izin tempat usaha (STTU) apabila menurut pentlaian, pengetahuan dan pengalaman
pejabat yang berwenang. perusahaan terschut dapat menimbalkan bahaya. kerusakan dan
atau ganggum. meskipun tidak adu pihak — orang atau badan hukum — yang mengajukan
keberutan. Di samping it alasan lain suatu penolakan 1TU pada umumnya adalah, karena
berdasarkan Peraturin Duerah Kubupaten/Kotumadyu Tingkat 11, lokasi yang dimohon izin
untuk mendinkan suatn tempat usaha memany sudzh ditutup atau dilarang.

Keberatan-keberatan yang “tidak dapat dipertimbangkan”™ untuk menggagalkan suatu
permohonan 1TU adatah, antara lain, meliputi;
I. Keberatan didasarkan pada kekhawatiran akan adunya persaingun pada saat ini atay
dt masa mendatang.

R

Perselisthan (sengketa) tentang hak atas tanah dan atan hubungan hukum antara

pemilik tanah dengan pemohon ITU.

3. Kemungkinan naiknya premi asuransi yang harus dibayar oleh mereka vang berdiam
berbuatasan dengan tempat ussha (lokasi).

4. Merosotnya pemandangan dari suatu bangunan akibat pemberian SITU: kecuali

masalahnya menyerupai kasus Schoorsten-Arest dj Belanda yvang membangun

cerobong asap berhadapan dengan jendely sehingga sekaligus menghalangi

pemandangan dan mencemarkan sekitarnya,

Apabila tdak ada suatu keberatan terhadap permohonun ITU vang diterima atau
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seteluh dipertimbanckan rdak erdupat had-hal vang dupat merintangmyvae pemberian ST

dapar dilakokan oleh penguasas vang sesum dengan Pasal 8 HO hovas mencantumbkan:

I, Tenggang wakiu song menentukan tempat usaha harus sisluh dihaneun dan
dijulankar, Perpanjungan waktu hanya dimungkinkan sckall sua dengan svarat
permohonun Jidtukan sebelum tengeany wakin semula berakhie
L

2. Dika dianggap perlu — berdasarkan keberatan yang diterima duri musvarakat sekitue
— dupat ditetapkan syarat-svarat agar tidak timbul bithava. kerugian, dun saneguan.

30 Waluwpun tidak ada vang mengajukan keberutan, pencuny: musifherhak
mencantumkan syarat-svarat dalam Surat (Keputusani pemberian Izin Tempat Usahs
(STTU 1. apabila penguasa berpendapat bahwa syurat tervebut diperlukan agar tidak
menimbulkan babuaya, kerugian, Jdan gangpaan,

STTU dikerikan kepada (atas namas pemohon dan mereki yang mendapar hak atasnya,

__{_\

Penarikan kembali pemberian STIU dapart dilukuhun oleh penvuasa dengan alusan

sebugal herkut:

I Tidak mematudi tenggang wakiu pembangunan dan menjulankan tempat usaha
(perasahuan/pabriky meskipun telah ditegur dan diben wakt coubaiun wak atau

porpanjangan (Pasal 8 £10).

2. Teradi penyimpangan dart syarat-svarat dafan SITUD wipi sewe’sh diberi wakio

untuh memperbaiki atau memenuhi persyaratar weschut, tdah mentaainya

V., KELEMAHAN “HINDERORDONANNTILE"

Apabila isi Hinderordonnantie (HO) dikagi dan dihubunehin dengan kondisi dewasa

i, maka okan ditermur beberapa kelemaban.

HO caya janghkaunya bersitat terbatas hanva padac iingkup RT. RW, atau Kelurahan.
Karcana pangkavat weritorialoya werbatas pada jarak 200 mewer durt empat usapa vang
bersanghkutan serta dalam baras Daerab Tingkat H. Dengan kar lain HO dilaksanakan
Lava rerbatas olely Pemerintah Dacrak Tingkar T Kommodya atuu Kabupaten. Padahal
dengan menmingkuinya kemajuan teknologn akbir-akliise om, variast dan intensitas
pencemaran lingkingan juga meningkat. Pencemaran lingkungan. baik dulam bentk
imbah cuir padot. mavpun udara, dapat menvebar ke mana-mand, Dengan kata lain,
nencemaran dngkungsn tdak mengenal lagy batas wilayah: dak mengeral di mana batas
[rgrn Tn

sheat 1T atie bukan,

==
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Dy samping i, Daerah Tingkat T tdake memiliki cabup wraga ahli vang mampu
menilit secard teknis instalase yang bersitat vumit, Sehogannun dizerabui, bahwa dalam
era “teknologr canggih™ yang digunakan dulam pembangume sekarane i, dinutuhkan
para ahlt dalum berbagar brdang yang memiliki kemampran menilal dampak suatu instalasi
vung cangeth terhadap lingkungan. Oleh karena rueny Snghup HO adaluk hanva Ji Duerah
Tingkar Il magka tidak dapat dikarapkan masuiah tersebu i Jratasi hanva oleh lenags
ahbi Dacrah Tingkat IT yang bersanukutan,

Dulam pelaksanaan pembangunan dewasa ind pencenuiran dapat terjadi J1 mana saja

dan oleh sumber apa saga. Di lain pthak. HO hanva el

b Repade bahoovu, kerusakan,
atau gangguan yang imbul dart tempat usaha, Jadi sinsber pencemaran seluin pabrik tdak

terjangkau oleh HO. misalnya kenduaraan hernnoty el peimanas rarizan. dan luin-lain.

Kelemahan vang lain adalah. bahwa HO mcerupakan ordonansi vang hersifat
individual, artinya ditujukan kepada gangguan vang ditimibulkan oleh perusahada secara
mandirl dan tidak terhadap beban derita vang diperbuat olels peneemur secdara kolektf,
Akthatnya pada saat pertimbangan pemberian tzn. tidak diperhilunghan huhungan antara
pencemaran yang diakibatkan oleh perusahuun vane sulu rerhadop pencemaran dari
perusahaan-perusahaan lainnya. HO menpandunyg ketentuan WL Z PUIsy Ardln sarana
dan hanyu dalam hal-hat tertentu ada persyaratan wuan. Padsiad wiruk industri modern,
fidak dapat diterapkan ketentan untuk mencantumban sarand s ng dengan it pencemaran
ditanggulangi, tetapi ternpat usaha it sendivilah yang wmempuny «i tingaung jawab untuk
membuat proses teknis sedemikian rupa selunges wjuer ercapai,

Penutupan perusahaan sehagai sanksi daton HO siduk fukulars vung berartt harus
Juga diterapkan pada penyimpangan-penyimpangan kecil. Oleh karena iy tdak ada

hubungan yang lavak untara sarana paksa dan be uthive perbuaran vang difakokan,

Dengan adunya beberapa kelemahan terscbut. sebunarnya telah dilakukan upava

pentnjauan dan pembaharuan terhadap HO. vang telad dirints olek Budan Pembiaaan
Hukum Nasional dengan membentik provek penalitian/peniniauun/pens usazan nuskah
Ordonansi Gangguan dan Kawasan Industri pada angeal 14 Juni 1977, vang diketuai oleh

Ny, Ita Gambiro, S.H.
Selanjutnya telah dibentuk pula Tim Penghupun Naskah Akudemis Peraturan
Perundang-undangan Bidang Gangenan berdusarkan SK Kepala Badun Pembinaan Hukum

Nuasional tanggal 10 Agustus 1979 vang diketuai oleh M. Sinerat, ST, Tugusnya adaluh

mengka) hasil penyusunan Naskab Akademis Peratnr Perird wng-uradangin “Penetitiand
peninjauan kembali Ordonansi Gungguan tHO 19207 dan Penyustrmuan Nuskad Akademis

Rancangar Undang-undang tentane Pencemaran Dsehahien oleh ndusir.
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Setelah kegiatan kedua Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut di atas, tidak
Alas dasar beberiapa kelemahan vang terdupat dalam Hinder Ordonnante (HO) Sth. 1926
Na. 226 tersebut, menurut Siti Sundart Rangkurti 0 1984:28 5, saat ini HO perlu sepera diubah
atau dicabut, sedangkan prosedur perizinan hendaknyva disempurnakan  dengan
memperhitungkan kepentungun ekologik demi pembangunan vang bherwawasan

linglungan,

VI. PENUTUP

Dart wraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hinderordonnantie sudah tidak sesuai
lagt dalam era pembangunan dewasa ini karena adanyva beberapa kelemuhan, sehingga

untuk 1 perlu diadukan penyempurnaan atau bahkan — lebih baik — dicabul.

Kemngman unwk mempertahankan HO, menurut hemat penulis, pada dasarnya
dipengarubt oleh 2 hal: (1) Pemerintab daerah Tingkat 11 tdak ingin kehilangan pendapatan
daerahnya dengan hapusnya HO: dan (2) befum sigpnyva tenaga ahli dart Pemda Dag 11
untuk mencrapkan peraturan baru yang febih relevun, misalnyva Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan,

Numun demikian apabilu HO ingin dipertahankan. maka perlu diperhatikan Pasal 11
ayat (1 HO yang menyatakan babwar “Penguasa yanyg wleh memberikan izin dapat
mengadakan syarat-syarat baru terhadap pemegang izin, jika ternyata buhwa syarat-syarat
baru 1w diperlukan.” Hal ini menunjukkan bubwa penguasa dapat menambahkan svarat-
syarat fain pka diperlukan: sehingga Walikotamadya Kepalu Daerah Tingkat [I masing-
masing daput menerbitkan keputusan yang menyatakan, buhwa Upava Pengelolaan
Lingkungun (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL 1 scbaguimana diztur dalai
PP No. 51 Tahun 1993 merupakan syarat bagi diterbitkannya izin berdasarkan HO. UPL
dan UKL merupakan dokumen yang harus dibuat vleh pemrakirsa kegiatin atau pengusaha
dalam hal kegiatan vany akan dilakukan tdak mempunyai dampak penting, Dengan
demiktan peraturan yang lebih relevan, yaitu UKE dan CPL. dupar diintegrasikan ke daiam

$istem perizinan yang add.
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